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Abstract.

Supervision of export activities plays a crucial role in maintaining exporter compliance and preventing
potential violations that may lead to state revenue losses. One of the strategic instruments employed
by the Directorate General of Customs and Excise is the Nota Hasil Intelijen (NHI), which serves as an
early detection tool for potential violations in export activities. This study aims to analyze the
effectiveness of export goods supervision based on NHI at the Main Customs Office (KPUBC) Type A
Tanjung Priok in 2024, using the effectiveness framework proposed by Martani and Lubis in
Hermawan (2017), which includes the resource approach, process approach, and goals approach.
This research adopts a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-
depth interviews with six key informants from internal DJBC personnel and business actors, supported
by secondary data such as performance reports (LAKIN), standard operating procedures (SOP), and
NHI export statistics. The research findings indicate that NHI-based export supervision at KPUBC
Tanjung Priok is highly effective, with a 95,83% follow-up rate and various forms of enforcement,
including export cancellation, investigation, and seizure of goods by the state. The challenges
identified include limitations in human resources, facilities, and technical disruptions in the field. To
address these issues, several efforts have been made, such as technical training, inter-unit
coordination, and the use of digital documentation tools. In conclusion, the implementation of NHI has
significantly improved export compliance and violation prevention, although further strengthening is
needed in terms of human resources and operational infrastructure.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada sektor perdagangan
internasional, di mana kegiatan ekspor dan impor memainkan peran strategis dalam pertumbuhan
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ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan devisa negara. Dalam sistem logistik
nasional, pelabuhan menjadi simpul vital distribusi barang, khususnya Pelabuhan Tanjung Priok
yang menangani lebih dari 60% arus barang ekspor-impor nasional. Oleh karena itu, pengawasan
kepabeanan di pelabuhan ini menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), guna
menjamin kelancaran logistik sekaligus menjaga keamanan ekonomi negara.

Dalam konteks reformasi pengawasan berbasis risiko, DJBC menerapkan Nota Hasil
Intelijen (NHI) sebagai instrumen strategis. NHI merupakan hasil analisis intelijen atas potensi
pelanggaran ekspor-impor yang bersifat spesifik, akurat, dan mendesak, sebagaimana diatur dalam
PER-8/BC/2024. Penyusunan NHI mengikuti siklus intelijien yang mencakup perencanaan,
pengumpulan, analisis, hingga distribusi informasi. Dengan pendekatan ini, pengawasan difokuskan
pada target berisiko tinggi sehingga efisien tanpa menghambat arus barang.

Sebagai bagian dari Sistem Manajemen Risiko (SMR), NHI mendukung optimalisasi alokasi
sumber daya pengawasan. Hal ini penting mengingat ekspor rawan terhadap berbagai pelanggaran
seperti undervaluation, misclassifikasi HS Code, hingga ekspor fiktif. Oleh karena itu, pengawasan
berbasis NHI menjadi krusial dalam menjaga kepatuhan dan mencegah potensi kerugian negara.

Tahun Jumiah NHI Perkiraan Nilai Barang
Ekspor
2023 72 Rp 154.802.227.870
2024 96 Rp 81.926.824.490
Total 168 Rp 236.729.052.360

Data dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok
menunjukkan bahwa selama tahun 2023-2024 telah diterbitkan 168 NHI ekspor dengan total nilai
barang mencapai Rp236,72 miliar. Terdapat peningkatan jumlah NHI dari 72 pada 2023 menjadi 96
pada 2024. Namun, nilai barang yang diawasi justru menurun dari Rp154,8 miliar menjadi Rp81,9
miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak berulangnya pengawasan atas komoditas
bernilai tinggi seperti Crude Palm Oil (CPO), yang pada 2023 menyumbang hampir 80% dari nilai
NHI.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan intensitas pengawasan tidak selalu
linier dengan nilai ekonomis komoditas yang diawasi. Selain itu, efektivitas implementasi NHI juga
masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM, integrasi data antarunit, serta infrastruktur
pendukung seperti pemindai kontainer yang menjadi salah satu dasar penerbitan NHI.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
efektivitas penerbitan NHI dalam pengawasan ekspor di KPUBC Tipe A Tanjung Priok, serta
mengidentifikasi kendala dan upaya optimalisasi yang dapat dilakukan dalam mendukung
pengawasan berbasis intelijen di masa mendatang.

LITERATUR REVIUW

Kajian Pustaka
1. Administrasi Publik
Menurut Sitna Hajar Malawat (2022) Menjelaskan administrasi publik merupakan suatu

fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi dari pada
administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu
organisasi. Jadi barang siapa yang hendak mengetahui adanya administrasi dalam
masyarakat, maka ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, maka
di situ pasti terdapat administrasi. Administrasi publik merupakan disiplin yang mempelajari
bagaimana kebijakan pemerintah disusun dan dijalankan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Waldo (1992) menambahkan, menurutnya administrasi publik tidak semata-mata
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soal prosedur teknis, melainkan juga tentang penerapan prinsip-prinsip demokrasi,
akuntabilitas, dan keadilan dalam pelayanan publik.

2. Efektivitas
Menurut Ravianto (2014:11) Pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang
dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.
Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam
waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

3. Pengawasan
Smith (2020) menyatakan bahwa Pengawasan yang efektif adalah fondasi untuk menciptakan
tata kelola yang akuntabel dan transparan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan
telah membuka peluang baru untuk melakukan monitoring secara real-time. Integrasi data dari
berbagai sumber memungkinkan identifikasi anomali secara cepat, sehingga langkah korektif
dapat segera diambil. Proses pengawasan juga melibatkan evaluasi berkala yang dilakukan
oleh lembaga terkait. Evaluasi ini tidak hanya menilai kinerja, tetapi juga memberikan umpan
balik untuk perbaikan sistem secara berkesinambungan. Pendekatan kolaboratif antara
berbagai instansi menjadi kunci dalam mengoptimalkan proses pengawasan.

4. Barang Ekspor
Barang ekspor adalah produk-produk yang diproduksi secara lokal dan ditujukan untuk pasar
internasional, mencerminkan daya saing dan kualitas industri nasional. Waldo (1992)
berpendapat bahwa pengembangan barang ekspor harus didukung oleh inovasi, peningkatan
mutu, dan pemenuhan standar internasional agar mampu bersaing di pasar global. Hal ini
menuntut sinergi antara sektor industri, lembaga riset, dan pemerintah.

5. Nota Hasil Intelijen (NHI)
Nota Hasil Intelijen (NHI) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh unit intelijen di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang berisi hasil analisis informasi
dan/atau data intelijen terkait dugaan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai. Dokumen ini
digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target pengawasan atas kegiatan kepabeanan,
termasuk ekspor, impor, maupun peredaran barang kena cukai. James & Nobes (2009)
menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperoleh data yang akurat dan
relevan. Hal ini memungkinkan lembaga pengawas untuk merancang strategi pencegahan
yang lebih efektif. Studi oleh Smith (2020) mengonfirmasi bahwa penerapan sistem intelijen
terintegrasi meningkatkan efektivitas pengawasan dalam mengantisipasi risiko.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk
memahami secara mendalam efektivitas pengawasan barang ekspor berbasis Nota Hasil Intelijen
(NHI) di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok. Pendekatan ini
dipilih karena mampu menangkap dinamika sosial, kebijakan operasional, serta praktik
kelembagaan yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti
dapat mengeksplorasi persepsi, pengalaman, serta interaksi antara petugas Bea Cukai dan
eksportir terhadap sistem pengawasan yang berbasis intelijen. Teknik pengumpulan data yang
digunakan meliputi wawancara mendalam kepada informan kunci, observasi partisipatif terhadap
proses pengawasan ekspor di lapangan, serta analisis dokumentasi yang berkaitan dengan
pelaksanaan NHI. Seluruh data primer dan sekunder kemudian divalidasi melalui proses
triangulasi untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan temuan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara berlapis. Studi
kepustakaan dilakukan untuk memahami kerangka normatif dan teoritis yang melandasi
pengawasan ekspor berbasis NHI. Observasi langsung di lapangan dilakukan untuk memperoleh
gambaran faktual atas pelaksanaan prosedur pengawasan. Sementara itu, wawancara mendalam
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dilakukan terhadap enam informan yang dipilih secara purposive, meliputi pejabat Bea dan Cukai,
petugas pengawasan, eksportir, dan akademisi. Dokumentasi juga menjadi sumber penting yang
mencakup dokumen internal DJBC, SOP pengawasan, laporan NHI, serta data statistik ekspor.
Validasi data dilakukan melalui triangulasi metode dan sumber guna memastikan keandalan dan
kekayaan data penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan interaktif sebagaimana
dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Mulyadi (2020), yang terdiri atas tiga tahap utama:
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses ini dilakukan secara
simultan dengan pengumpulan data untuk memungkinkan identifikasi tema, pola perilaku, serta
simpulan substantif yang sesuai dengan fokus penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak
hanya mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan NHI, tetapi juga memberikan rekomendasi
berbasis bukti untuk penguatan pengawasan ekspor yang adaptif terhadap risiko dan tantangan
operasional di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Selain menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan
informan kunci, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder untuk memperkuat validitas dan
memperluas konteks analisis. Data sekunder yang digunakan meliputi dokumen resmi, laporan
kinerja instansi, statistik kepabeanan, serta dokumen internal yang relevan dengan kegiatan
pengawasan ekspor berbasis Nota Hasil Intelijen (NHI) di Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok. Tujuan utama pemanfaatan data sekunder ini adalah untuk
memberikan landasan analisis yang lebih kuat, menguji konsistensi temuan lapangan, serta
menampilkan gambaran kuantitatif atas efektivitas implementasi NHI sebagai bagian dari sistem
manajemen risiko kepabeanan.

Tahun Jumiah NHI Perkiraan Nilai Barang
Ekspor

2023 72 Rp 154.802.227.870

2024 96 Rp 81.926.824.490

Total 168 Rp 236.729.052.360

Data pertama yang dianalisis adalah jumlah dan nilai barang ekspor yang masuk dalam
kategori NHI pada periode tahun 2023 hingga 2024. Berdasarkan data yang diperoleh dari DJBC,
sepanjang dua tahun tersebut, KPUBC Tanjung Priok menerbitkan total 168 NHI ekspor, dengan
rincian 72 NHI pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 96 pada tahun 2024. Namun demikian,
meskipun jumlah NHI meningkat, nilai barang ekspor yang diawasi justru mengalami penurunan
signifikan, dari Rp154,8 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp81,9 miliar pada tahun 2024.
Penurunan ini dapat dijelaskan oleh dominasi komoditas bernilai tinggi seperti Crude Palm Oil
(CPO) dalam NHI tahun 2023 yang mencapai sekitar Rp124 miliar. Tidak adanya temuan CPO
pada tahun berikutnya menyebabkan penurunan total nilai barang, meskipun intensitas
pengawasan mengalami peningkatan. Temuan ini mencerminkan bahwa kuantitas pengawasan
tidak selalu berbanding lurus dengan nilai ekonomis komoditas yang diawasi, serta menunjukkan
dinamika pergeseran fokus dan karakteristik risiko yang berubah seiring waktu.

tahun | N | Ditindaklanjuti | CerSentase | Kriteria
Ekspor Efektivitas Efektivitas
2023 72 68 94,44% Sangat Efektif
2024 96 93 96,88% Sangat Efektif
Total 168 161 95,83% Sangat Efektif
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Selanjutnya, penelitian juga menganalisis data mengenai tindak lanjut terhadap NHI ekspor
yang diterbitkan. Berdasarkan data DJBC, dari 72 NHI pada tahun 2023, sebanyak 68 berhasil
ditindaklanjuti, menghasilkan efektivitas sebesar 94,44%. Sementara itu, pada tahun 2024, dari
96 NHI, sebanyak 93 ditindaklanjuti dengan tingkat efektivitas 96,88%. Secara kumulatif, tingkat
efektivitas penindakan terhadap NHI ekspor selama dua tahun tersebut mencapai 95,83%, yang
dikategorikan sebagai “sangat efektif”. Tingginya angka efektivitas ini menunjukkan bahwa
kebijakan pengawasan berbasis NHI telah mampu diterapkan secara operasional dan direspons
dengan cepat oleh unit pelaksana. Hasil ini juga menunjukkan bahwa produk intelijen yang
dikembangkan memiliki akurasi tinggi, serta terdapat koordinasi yang baik antara unit intelijen
dan pelaksana pengawasan di lapangan. Namun demikian, efektivitas administratif ini perlu
dilihat lebih dalam dari sisi dampak jangka panjang terhadap perilaku eksportir serta
kontribusinya terhadap perbaikan kepatuhan dan penurunan risiko pelanggaran.

Penelitian ini juga mengidentifikasi keragaman jenis komoditas ekspor yang masuk dalam
pengawasan berbasis NHI. Berdasarkan data yang dihimpun dari dokumen DJBC, setidaknya
terdapat 23 jenis komoditas yang tercatat dalam kategori NHI, meliputi sektor-sektor strategis
seperti pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, serta industri manufaktur. Komoditas
seperti minyak sawit dan turunannya, produk kayu dan rotan, logam mulia, bahan kimia, tekstil
dan produk tekstil, serta kendaraan bermotor merupakan sebagian dari objek utama
pengawasan. Diversifikasi komoditas ini menunjukkan bahwa pengawasan berbasis NHI telah
mencakup spektrum sektor yang luas dan berisiko tinggi terhadap praktik manipulasi klasifikasi,
nilai transaksi, ataupun penyalahgunaan dokumen. Fakta ini juga menegaskan bahwa NHI tidak
hanya relevan dalam konteks pengawasan impor, tetapi telah menjadi instrumen penting dalam
menjamin integritas kegiatan ekspor nasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan NHI dalam
pengawasan ekspor di KPUBC Tanjung Priok telah berlangsung secara intensif dan efektif.
Tingginya tingkat penindakan, perluasan cakupan komoditas, dan kemampuan mendeteksi
potensi pelanggaran sejak dini melalui intelijen merupakan indikator keberhasilan implementasi
sistem pengawasan berbasis risiko. Namun demikian, efektivitas tersebut juga menghadapi
tantangan yang tidak dapat diabaikan, seperti perlunya penguatan infrastruktur pendukung,
pengembangan sistem informasi terintegrasi, dan peningkatan kapasitas SDM dalam
menganalisis serta menindaklanjuti produk intelijen secara adaptif terhadap dinamika
perdagangan global.

Pembahasan
1. Efektivitas Penerbitan Nota Hasil Intelijen dalam Rangka Pengawasan Barang Ekspor di
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2024.

Pengawasan ekspor berbasis Nota Hasil Intelijen (NHI) merupakan instrumen strategis
DJBC dalam menerapkan sistem manajemen risiko, dengan tujuan mendorong kepatuhan dan
mencegah pelanggaran ekspor yang berpotensi merugikan negara. Efektivitas implementasi
kebijakan ini dianalisis menggunakan teori Martani dan Lubis dalam Hermawan (2017), melalui
tiga pendekatan utama: sumber (resource), proses (process), dan sasaran (goals).

Pada pendekatan sumber, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kualitas data
intelijen, kecukupan SDM, serta dukungan infrastruktur dan anggaran operasional. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa data dari sistem CEISA, profiling risiko, serta observasi lapangan
telah menjadi fondasi dalam menyusun NHI. Namun, beberapa kendala masih mengemuka,
seperti belum meratanya kompetensi SDM dalam menganalisis pola pelanggaran ekspor,
terbatasnya alat dokumentasi lapangan, serta keterlambatan input data akibat gangguan sinyal di
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pelabuhan. Selain itu, keterbatasan fleksibilitas anggaran menjadi hambatan saat respons cepat
sangat diperlukan di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas dalam pendekatan sumber dapat
dikatakan cukup baik, namun menuntut penguatan signifikan di aspek teknologi dan manajerial.

Pendekatan sasaran menilai sejauh mana tujuan pengawasan melalui NHI tercapai. Data

tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa jumlah NHI meningkat dari 72 menjadi 96 kasus,
meskipun nilai barang yang diawasi menurun dari Rp154,8 miliar menjadi Rp81,9 miliar.
Penurunan nilai disebabkan oleh tidak berulangnya kasus ekspor CPO bernilai besar seperti
pada 2023. Namun, peningkatan jumlah kasus menunjukkan perluasan cakupan pengawasan
terhadap komoditas bernilai sedang dan rendah, yang selama ini cenderung terlewat.
Berdasarkan Tabel 1V.6, tindak lanjut hasil pemeriksaan menunjukkan dominasi pembatalan
ekspor (54 kasus di 2023 dan 63 kasus di 2024), serta peningkatan kasus yang diteruskan ke
penyidikan (dari 4 menjadi 15 kasus). Hal ini menunjukkan bahwa sistem NHI mampu mendeteksi
indikasi pelanggaran serius. Efektivitas secara keseluruhan diperkuat oleh fakta bahwa 161 dari
168 NHI dalam dua tahun ditindaklanjuti (95,83%), menjadikannya sebagai sistem pengawasan
yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan edukatif.

2. Kendala dalam Penerbitan Nota Hasil Intelijen dalam Rangka Pengawasan Barang Ekspor
di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2024

Pelaksanaan NHI di lapangan masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi
infrastruktur, sumber daya manusia, koordinasi, maupun pendanaan. Kendala pertama adalah
terbatasnya infrastruktur digital, seperti gangguan jaringan internet di area pelabuhan yang
menghambat input data real-time ke CEISA, serta minimnya perangkat dokumentasi berbasis
digital seperti kamera dan pemindai lapangan. Padahal dokumentasi menjadi komponen penting
dalam pembuktian dan pelaporan hasil pengawasan berbasis NHI.

Kedua, dari aspek SDM, kebutuhan pelatihan yang lebih spesifik dalam menganalisis risiko
ekspor dan memahami karakteristik komoditas sangat mendesak. Pengawasan NHI mencakup
lebih dari 20 jenis komoditas, masing-masing dengan risiko dan metode verifikasi berbeda.
Ketidaksiapan personel dalam membaca dokumen, mengenali HS Code, atau mendeteksi
modus undervaluation dapat menimbulkan kesalahan administratif yang berpengaruh pada hasil
pengawasan.

Ketiga, koordinasi antarunit internal sering kali mengalami delay, terutama pada saat
verifikasi silang atau ketika pengawasan memerlukan pelibatan instansi eksternal seperti
Kementerian Perdagangan atau KLHK. Meskipun struktur koordinasi telah terbentuk, kecepatan
dalam alur validasi data belum sepenuhnya optimal. Terakhir, proses administratif dalam
pengajuan anggaran operasional belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan taktis di
lapangan. Prosedur yang rigid sering kali tidak sejalan dengan urgensi pengawasan intelijen
yang membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas tinggi.

3. Upaya untuk Menghadapi Kendala dalam Penerbitan Nota Hasil Intelijen dalam Rangka
Pengawasan Barang Ekspor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung
Priok 2024.

Sebagai respons terhadap berbagai hambatan tersebut, KPUBC Tipe A Tanjung Priok
telah menerapkan sejumlah strategi adaptif. Pertama, dilakukan pelatihan teknis lanjutan bagi
petugas, khususnya terkait analisis risiko dan metode deteksi pelanggaran dokumen ekspor.
Selain itu, personel non-teknis mulai dilibatkan sebagai cadangan operasional dalam kondisi
tertentu, menunjukkan pergeseran menuju pendekatan organisasi yang lebih fleksibel dan
resilien.

Kedua, pengadaan alat dokumentasi portable dan pengembangan sistem pencatatan
berbasis aplikasi offline telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala sinyal dan pelaporan
lapangan. Langkah ini memperkuat akuntabilitas proses serta validitas data hasil pemeriksaan.
Ketiga, pembentukan tim koordinasi lintas unit dengan otoritas eksekusi langsung menjadi
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solusi manajerial untuk mempercepat proses pengambilan keputusan tanpa mengorbankan
akurasi.

Ketiga, KPUBC aktif menyampaikan laporan evaluatif ke Kantor Pusat DJBC terkait
kelemahan sistem dashboard NHI dan kebutuhan pembaruan parameter risiko ekspor,
sehingga pelaksanaan kebijakan tetap terhubung dengan dinamika lapangan. Selain itu,
KPUBC juga mengembangkan pendekatan edukatif dengan eksportir melalui komunikasi
intensif dan fasilitasi penyusunan SOP internal oleh pelaku usaha, untuk membentuk budaya
kepatuhan yang tidak hanya berdasarkan kewajiban hukum, tetapi juga kesadaran kolektif.

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh KPUBC Tanjung Priok mencerminkan
bahwa keberhasilan pengawasan ekspor tidak hanya tergantung pada kekuatan regulasi dan
sistem informasi, tetapi juga ditentukan oleh kualitas respons organisasi, efektivitas koordinasi,
serta kemitraan konstruktif dengan pelaku usaha. Strategi ini tidak hanya memperkuat
pelaksanaan NHI sebagai alat pengawasan, tetapi juga meletakkan fondasi pengawasan
ekspor yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan global.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap tiga pendekatan efektivitas menurut Martani dan Lubis,
pelaksanaan pengawasan ekspor berbasis NHI di KPUBC Tanjung Priok tahun 2024 dapat
dikategorikan sangat efektif. Dari pendekatan sumber, sistem pendukung regulatif dan data
sudah tersedia namun membutuhkan penguatan sarana dan pelatihan lanjutan. Dari pendekatan
proses, mekanisme kerja dan koordinasi telah berjalan sesuai SOP dengan adaptasi yang baik
terhadap dinamika di lapangan. Dari pendekatan sasaran, tujuan kebijakan tercapai secara
nyata dalam bentuk peningkatan kepatuhan, cakupan pengawasan, dan tindak lanjut dari
pemeriksaan fisik berdasarkan NHI.

2. Kendala dalam pelaksanaan NHI ekspor meliputi keterbatasan jumlah SDM dan kompetensi
teknis petugas, hambatan komunikasi antarunit, serta tantangan teknis seperti gangguan sinyal
dan keterbatasan sarana dokumentasi di lapangan. Selain itu, masih terdapat gap pemahaman
antara pelaku usaha dan petugas bea cukai terkait pelaksanaan NHI, serta belum optimalnya
pemanfaatan data intelijen dalam pengambilan keputusan strategis. Kendala-kendala ini
menghambat efektivitas pengawasan secara menyeluruh dan menimbulkan potensi
keterlambatan atau inkonsistensi dalam proses tindak lanjut terhadap barang ekspor berisiko
tinggi.

3. Berbagai upaya telah dilakukan KPUBC Tanjung Priok untuk menghadapi kendala tersebut, di
antaranya pelatihan teknis mandiri dan terstruktur bagi petugas, pembentukan tim koordinasi
cepat antarunit, penggunaan perangkat digital untuk dokumentasi, serta penyederhanaan alur
internal pengajuan. Selain itu, pelaku usaha juga terlibat aktif melalui edukasi internal dan
partisipasi dalam sosialisasi kebijakan. Secara umum, langkah-langkah ini menunjukkan adanya
sinergi antara peningkatan kapasitas internal, perbaikan sistem operasional, dan kolaborasi
eksternal sebagai kunci keberhasilan dalam memperkuat efektivitas pengawasan berbasis NHI
secara berkelanjutan.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas, kendala, dan upaya dalam penerbitan Nota Hasil
Intelijen (NHI) dalam rangka pengawasan barang ekspor di Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2024, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai
berikut:
1. Tingkatkan kompetensi teknis petugas melalui pelatihan berkelanjutan agar mampu
mengidentifikasi risiko dan pola pelanggaran ekspor secara tepat.
2. Perkuat sistem informasi dan infrastruktur digital, termasuk pengadaan perangkat dokumentasi
serta perbaikan jaringan di lapangan guna mendukung tindak lanjut NHI yang lebih efisien.
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3. Sederhanakan prosedur operasional dan pendanaan, dengan mempercepat koordinasi lintas
unit dan mempermudah akses kebutuhan pengawasan mendesak.

4. Perkuat komunikasi antarunit dan dengan eksportir, agar proses pengawasan berjalan lebih
terkoordinasi dan pemahaman terhadap NHI meningkat.

5. Perluas edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha melalui bimbingan teknis dan panduan
kepatuhan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap ketentuan ekspor.
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